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Abstrak

Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada
masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan
sampaiterjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.
Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, namun
demikian hukum tidak identik dengan keadilan, Karena hukum itu sifathya umum, mengikat semua
orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian,
unsur kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian
secara proporsional. Sehingga lingkunganyang tercemar dapat dipulihkan kembali.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Industri Pelaku Pencemaran

Abstract

Environmental laws are made with the aim of protecting environment and benefit society. This means
that the regulation is made for the benefit of the community, so it should not happen that, because of the
implementation of the regulation, the community will become restless. The third element is justice. In the
enforcement of environmental law, attention must be paid to the law, however, the law is not synonymous
with justice, because the law is general in nature, binding on everyone, and generalizing. In structuring
and enforcing environmental law, the element of certainty, the element of benefit, and the element of
justice must be compromised, all three of which must receive proportional attention. So that the polluted
environment can be restored.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap
warga negara Indonesia (Kodongan & Pandie, 2022). Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan
seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar
lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat
Indonesia serta makhluk hidup lain (Wahyoedi et al, 2022). Indonesia dalam status
ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri (Muslim, 2022). Sektor
industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangannya
mencapai lebih dari 20 persen (Wibowo et al., 2022).

Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemerintahan masing-masing wilayah di Indonesia
yang memiliki kebijakan tersendiri dalam memajukan wilayahnya. Kegiatan Industri di
berbagai daerah di Indonesia pada kenyatannya masih dihadapkan dengan persoalan
pengelolaan limbah industri yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan
akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang
Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
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Hidup, menyebutkan bahwa dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi,
waktu, dan lokasi tertentu denganpersyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan

kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan
perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu
udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling
sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut,
atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan
orang mati, maka dipidanadengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling
banyak Rp 9 miliar.

Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UUPPLH) telah mengatur mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun itu yang mengatakan:

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang
dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa,
pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3,
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan
hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3
dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan
berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang
ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya
pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah
salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui
peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdaldengan mempersyaratkan
lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta
dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah
satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum
diperoleh izin usaha.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman
hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi
pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak
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pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum
remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir
setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas
ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan
terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (Julia et al., 2022).

Dalam perkembangan setelah diundangkan Undang-Undang No.23Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai uapaya untuk mewujudkan pengelolaan limbah B3,
pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang
pengelolaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Peraturan Pemerintah
Limbah B3), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999.
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Limbah B3 diharapkan pengelolaan limbah
B3 dapat lebih baik sehingga tidak lagi terjadipencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
limbah B3. Selain itu diharapkan pula dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Limbah
B3 para pelaku industry dan pelaku kegiataan lainnya tunduk dan taat terhadap ketentuan
tersebut. Tidak ditaatinya Peraturan Pemerintah Limbah B3 oleh para pelaku indistri dan
pelaku kegiatan lainnya (Julian et al., 2022).

Dalam penulisan jurnal ini penulis memberikan contoh kasus tentang tumpahan minyak
karena adanya kebocoran pipa akibat korosi di bagian internal pipa dari perusahaan PT
Pertamina Hulu Energi (PHE) yang menyebabkan terjadinya pencemaran di pesisir pantai
Desa Cemarajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang di atas maka
penulis menetapkan judul jurnal ini: Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Industri yang
Mencemarkan Lingkungan (Kasus PT Pertamina Hulu Energi Atas Tumpahan Minyak di
Perairan Karawang). Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam jurnal ini adalah:
Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku industri yang mencemarkan lingkungan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu
menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori
hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang
dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya
yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh
mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriftif analisis ini hanya
akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau
menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penerapan sanksi hukum bagi pelaku
industri yang mencemarkan lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Pencemaran Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan,
sehingga dalam penegakan hukum tersebut harusdiperhatikan unsur-unsur kepastian hukum.
Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa perduli bagaimana
pahitnya (fiat jutitia et pereat mundus; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).
Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyrakat.sebaliknya masyarakat
menghendaki adannya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum
lingkungan tersebut.

Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungilingkungan dan memberi
manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan
masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan
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tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan
hukum lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan
keadilan, Karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan.
Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan,
dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara
proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan
sengketa lingkungan melalui penegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan
merupakan bagian dari siklus pengaturan (regulatory chain) perencanaan kebijakan (policy
planning) tentang lingkungan. Penegakan hokum lingkungan di Indonesia mencakup
penataan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi bidang hukum
administrasi negara, bidang hokum perdata dan bidang hokum pidana (Kodongan & Pandie,
2022).

Sebelum membahas lebih jauh tentang penegakan hukum lingkungan terlebih dahulu
kita harus megtahui definisi dari lingkungan hidup sendiri menurut Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya kita akan
membahas definsi dari pencemaran. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah
ditetapkan.

Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mmeliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun
dewasa ini masih saja terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran
lingkungan hidup. Misalnya, yang dilakukan oleh pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di
Karawang Jawa Barat.

Dilansir dari Pegiat Organisasi Lingkungan, Kormas yang terdiri dari Greenpeace
Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
(Kiara) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Pabrik PT Pertamina Hulu Energi
(PHE) telah mencemari perairan lepas pantai karawang sejak dinyatakan terjadinya
tumapahan minyak pada tanggal 12 Juli 2019. Hingga saat ini,dampak tumpahan minyak
terus mencemari wilayah laut dan pesisir Karawang, Bekasi serta meluas hingga mencapai
Kepulauan Seribu, Jakarta. Kormas kuat menilai Pertamina tidak hanya lalai dalam
menjalankan kegiatan operasinya dan penanganan awal kejadian, tetapi juga berupaya
menyembunyikan fakta penting dari petaka tumpahan minyak itu. Tak hanya di lautan,
minyak juga mulai memasuki wilayah padat penduduk dan wilayah konservasi.

Dampak yang dirasakan bukan hanya dari segi ekologis, tapi juga dampak sosial.
Masyarakat yang tinggal di sekitar perairan Karawang dan Bekasi mengalami kerugian
finansial karena menurunnya kuantitas dan kualitas hasil tambak juga risiko kesehatan yang
menghantui masyarakat karena terpapar minyak. Pencemaran tersebut telah melanggar
ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana setiap orang dilarang untuk:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup;
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2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;

6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi,

atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dapat disimpulkan bahwa pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) telah melanggar
beberapa ketentuan dalam pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009. Maka pihak dari pabrik PT
Pertamina Hulu Energi (PHE) harus melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap
lingkunganyang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam
pasal 53 UU No. 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan pencemaran lingunganhidup
wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
kepada masyarakat;

2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila tahap penanggulangan lingkungan hidup telah dilaksanakan maka pihak yang
mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009, dilakukan dengan
tahapan:

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
Remediasi;

Rehabilitasi;

Restorasi; dan/atau

Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SANEE O

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka dibutuhkanlah pengelolaan
limbah yang baik dan benar, pengelolaan limbah diatur dalam pasal 59 UU No. 32 Tahun
2009 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dilakukan dengan:26
1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukanpengelolaan limbah B3 yang
dihasilkannya.

2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa,
pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3,
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan
hidup yang harus dipenuhi dan kewajibanyang harus dipatuhi pengelola limbah B3.
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6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Penegakan Hukum terhadap Pencemaran (Air) yang dilakukan olehIndustri

Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti danfungsi sangat penting bagi
manusia. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tetumbuhan,
berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu
terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air
bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya.

Sekali siklus air tersebut terganggu ataupun dirusak, sistemnya tidak akan berfungsi
sebagaimana diakibatkan oleh adanya limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal
lainnya yang membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu. Suatu limbah industri yang
dibuang ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai dan terjadi pencemaran
lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14 enyebutkan bahwa “Pencemaran
Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Air merupakan salah satu bentuk lingkungan hidup fisik, dimana jika air ini tercemar
maka akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Tumpahan Minyak PT
Pertamina Hulu Energi (PHE) yang mencemari air pesisir laut karawang jelas merupakan
salah satu bentuk pencemaran lingkungan hidup, Oleh karena itu perlu adanya penegakkan
hukum terhadap pencemaran yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut
agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum lingkungan
berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap
peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan
perdata.

Berikut adalah sarana penegakan hukum:

1. Administratif

Sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan
perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan
yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan
lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupapetunjuk dan panduan serta
pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri, hendaknya juga ditanamkan
manfaat konsep “Pollution Prevention Pays” dalam proses produksinya. Penindakan represif
oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan
administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung pelanggaran-
pelanggaran tersebut. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu
pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan
kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.
Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrasi adalah:

a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa;

b. Uang paksa;

Penutupan tempat usaha;

Penghentian kegiatan mesin perusahaan;

Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

® a0
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2. Kepidanaan

Tata cara penindakannya tunduk pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana. Peranan Penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan
bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau
pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat
bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Selain itu, pembuktian
unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri mengingat terjadinya pencemaran
seringkali secara kumulatif, sehingga untuk membuktikan sumber pencemaran yang bersifat
kimiawi sangat sulit. Penindakan atau pengenaan sanksi pidana adalah merupakan upaya
terakhir setelah sanksi administrative dan perdata diterapkan.

3. Keperdataan

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang
berwenang melaksanakan kebijaksaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk
memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya,
penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau
pemberian hak membuka tanah atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan
“beracara singkat” bagi pihak ketiga yang berkepetingan untuk menggugat kepatuhan
terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan
dengan uang paksa. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa gugatan ganti kerugian dan
biaya pemulihan lingkungan. Penegakan hukum yang paling tepat diterapkan terhadap
pencemaran limbah oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut adalah dengan hukum
keperdataan mengingat sudah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang parah di
lingkungan masyarakat. Pemerintah bisa mengenakan ganti kerugian terhadap PTPertamina
Hulu Energi (PHE) dan meminta biaya untuk digunakan sebagai pemulihan lingkungan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan industri yang mencemarkan lingkungan
masih belum efektif terbukti dengan adanya pembuangan limbah industri yang dilakukan
oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang
berada di lingkungan sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Padahal air
merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Padahal ada
banyak sekali langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan mulai dari saksi administratif,
sanksi keperdataan dan sanski kepidanaan. Sebab dalam menerapkan saksi hukum sebaiknya
dijatuhkan sanksi yang tepat serta dapat mencakupkomposisi dari fungsi hukum itu sendiri
seperti kepastian, kemafaatan, dan keadilan serta tidak menimbulkan kerasahan pada
masyarakat. Penerapan sanksi yang tepat dalam kasus ini adalah sanksi keperdataan berupa
penggantian kerugian yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk merehabititasi
lingkungan agar dapat kembali seperti semula. Sebab yang mengalami dampak terbesar
dalam pencemaran tersebut adalah masyarakat di sekitar pabrik tersebut. Sehingga jika tidak
dilakukan pemulihan lingkungan tersebut maka masyarakatlah yang akan menderita dan
pengusaha atau pemilik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut tidak mengalami
dampaknya.
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